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PUTUSAN
Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Sel

~7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mahini binti Murdi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun
Budandak, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok
Timur, sebagai Penggugat;
melawan
Safarudin bin Amaq Samsi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Moyot, Desa Moyot,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30

Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
menurut syari'at Agama Islam pada tahun 2003 di Moyot, Desa Moyot,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan
tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat sehingga Penggugat

tidak mempunyai bukti buku nikah;
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2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung
Penggugat bernama Murdi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama
H. Sedah dan Amag Suke dengan maskawin berupa uang seperangkat
pakaian Shalat dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus Janda, dan
Tergugat bersetatus duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
pertalian nasab, kerabat semenda, atau sesusuan serta tidak ada larangan
untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak
pernah ada yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan
Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai dan tidak pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
membina rumah tangga dan tinggal bersama di Moyot, Desa Moyot,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur serta telah kumpul layaknya
suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : lwandi, umur 14 tahun dan
Putrawan, umur 9 tahun, keduanya ikut Tergugat;

6. Bahwa sejak Januari 2017 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak segan-segan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
apabila Penggugat menjawab dengan keras pada saat terjadi pertengkaran;

b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin Penggugat ;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya
pada bulan Januari 2017 dan Penggugat berangkat ke Malaysia dan pada
tanggal 18 Oktober 2019 Penggugat kembali dari Malaysia dan tidak pernah
kumpul dengan Tergugat samapai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
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pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi
tidak berhasil ;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan
akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu
pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka
perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tahun 2013 di Moyot, Desa Moyot, Kecamatan Sakra,
Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Mahini binti Murdi) terhadap
Penggugat (Safarudin bin Amaq Samsi) ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara

ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;
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Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal
28 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut
relaas Nomor 1426/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 29 November 2019 dan tanggal 09
Desember 2019 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak
juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya
yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara
ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau
berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saat melakukan penasihatan terhadap Penggugat, Majelis Hakim
menanyakan apakah Penggugat masih melakukan hubungan badan dengan
Tergugat, dan Penggugat menjawab bahwa 2 (dua) pekan yang lalu Penggugat
dan Tergugat melakukan hubungan badan;

Bahwa mendengar jawaban Penggugat tersebut, Majelis Hakim
mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-
hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai
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bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir
meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan.
Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu
halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat
dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat
sekarang telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan gugatan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'n sughra
Tergugat (Kasawak alias H. Kasau bin H.Perkasi) terhadap Penggugat (Misriati
alias Hj. Misriati binti Mistu);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan Penggugat, Majelis Hakim memandang tidak perlu
melanjutkan pemeriksaan perkara dan langsung mempertimbangkan apakah
gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengakui di depan sidang
bahwa 2 (dua) pekan yang lalu Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan
badan, maka Majelis Hakim memandang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak menunjukkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berhubung kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat saat ini tidak memenuhi unsur-unsur alasan perceraian karena

perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
maka harus dinyatakan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian tidak
beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terbukti bahwa suatu perceraian
dilakukan dengan alasan/alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari
perspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram

sebagaimana Hadlts Nabi Muhammad SAW berikut ini:
,o|)2_90ul.;Lo_).a.C«u.oL93UaJ|Lg.>° o|_).o|l.o.lf|
w 2
il Lgile

Artinya, “Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya

tanpa didasari alasan maka haram baginya mencium bau surga”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan
Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan

jawaban tertanggal ............... , yang isinya sebagai berikut:
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Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

tertanggal .................... , yang isinya sebagai berikut:

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik

tertanggal ...........c..eiie , yang isinya sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A.Surat

B. Saksi
Saksi 1 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat
tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
Saksi 2 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat
tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan;
Bahwa «0047» menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
dengan mencukupkan pada alat bukti «0046» dan mohon putusan
Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut

dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan
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kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada
Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat,
karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di
persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang
seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
tanggal 18 Oktober 2019 tahun) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari
keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga

Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara
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Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tahun 2013 di Moyot, Desa Moyot, Kecamatan Sakra,
Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Mahini binti Murdi) terhadap
Penggugat (Safarudin bin Amaq Samsi) ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara

ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal
28 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa saat melakukan penasihatan terhadap Penggugat, Majelis Hakim
menanyakan apakah Penggugat masih melakukan hubungan badan dengan

Tergugat, dan Penggugat menjawab bahwa 2 (dua) pekan yang lalu Penggugat
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dan Tergugat melakukan hubungan badan;
Bahwa mendengar jawaban Penggugat tersebut, Majelis Hakim
mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-
hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai
bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir
meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan.
Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu
halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat
dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat
sekarang telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan gugatan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'n sughra
Tergugat (Kasawak alias H. Kasau bin H.Perkasi) terhadap Penggugat (Misriati
alias Hj. Misriati binti Mistu);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat gugatan Penggugat dan

mendengar keterangan Penggugat, Majelis Hakim memandang tidak perlu
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melanjutkan pemeriksaan perkara dan langsung mempertimbangkan apakah
gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengakui di depan sidang
bahwa 2 (dua) pekan yang lalu Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan
badan, maka Majelis Hakim memandang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak menunjukkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berhubung kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat saat ini tidak memenuhi unsur-unsur alasan perceraian karena
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
maka harus dinyatakan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian tidak
beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terbukti bahwa suatu perceraian
dilakukan dengan alasan/alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari
perspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram

sebagaimana Hg\dits Nabi Muhammad SAW berikut ini;
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Artinya, “Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya

E\\

tanpa didasari alasan maka haram baginya mencium bau surga”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan
Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

526.000 ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Selong pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 6 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai
Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.l.,, M.H. dan APIT FARID, S.H.l., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haeriah. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

H. FAHRURROZI, S.H.l., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp
- Biaya Proses : Rp
- Panggilan 'Rp
- Redaksi :Rp
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30.000,00
50.000,00
410.000,00
10.000,00

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HAERIAH.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1330/Pdt.G/2019/PA.Sel

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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